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ABSTRAK 
Pengguguran kandungan atau aborsi merupakan perbuatan yang dilarang oleh 
hukum karena tindakan tersebut menyalahi aturan yang berlaku. 
Permasalahan aborsi menjadi sebuah fenomena yang krusial karena 
berhubungan dengan hak hidup seseorang. Beberapa undang-undang yang 
digunakan sebagai dasar hukum pertanggungjawaban atas kasus tindak 
pidana aborsi yaitu diantara-Nya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 
tentang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Meskipun telah diatur dalam beberapa undang-undang tersebut sebagai 
bentuk pertanggungjawaban bagi pelaku, namun dalam implementasinya 
masih terdapat kasus tindak pidana aborsi pada mahasiswi yang belum 
terselesaikan. Dengan demikian, penelitian ini mengangkat rumusan masalah 
terkait penegakan hukum oleh kepolisian Yogyakarta terhadap mahasiswi 
yang melakukan tindak pidana aborsi dan bentuk pertanggungjawaban pidana 
bagi pelaku tindak pidana aborsi oleh kepolisian Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris atau jenis penelitian lapangan (field research), yaitu suatu metode 
penelitian hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan 
secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap peristiwa atau 
orang tertentu. Teknik pengumpulan data yaitu menggunakan sistem 
wawancara dengan penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, 
penyidik Polresta Sleman, dan konselor UPT PPA Yogyakarta. Pendekatan 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis-Empiris. 
Adapun kerangka yang digunakan dalam penelitian ini adalah penegakan 
hukum dan retributif (absolut).  

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penyusun, 
maka diperoleh kesimpulan bahwa upaya penegakan hukum oleh kepolisian 
yaitu melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan tempat 
kejadian perkara, sedangkan penyidikan yaitu melakukan penggalian kubur 
terhadap janin yang disebut sebagai proses ekshumasi dan melakukan visum 
terhadap korban. Pihak kepolisian akan melakukan penyelidikan dan 
penyidikan tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat terkait terjadinya 
tindak pidana aborsi dengan persyaratan membawa bukti permulaan. 
Sedangkan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 
aborsi menurut penyidik kepolisian yaitu dengan cara melalui proses hukum, 
di mana pihak kepolisian akan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan 
untuk membuktikan kesalahan pelaku. Setelah itu pelaku dapat ditangkap dan 
dihadapkan ke pengadilan melalui kejaksaan untuk mendapatkan keputusan 
sesuai dengan hukum yang berlaku yakni sesuai Undang-Undang Kesehatan 
dan KUHP. Selama proses tersebut, kepolisian memiliki tanggung jawab 
untuk menjaga hak-hak pelaku, memastikan proses hukum dapat berjalan 
dengan adil dan transparan. 
Kata Kunci: Aborsi, Penegakan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana  
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ABSTRACT 

Abortion is an act that is prohibited by law because it violates applicable 
regulations. The problem of abortion is a crucial phenomenon because it is 
related to a person's right to life. Several laws that are used as the legal basis 
for accountability for criminal cases of abortion include Law Number 17 of 
2023 concerning Health and the Criminal Code (KUHP). Although it has 
been regulated in several laws as a form of accountability for the 
perpetrators, in their implementation there are still cases of criminal acts of 
abortion in female students that have not been resolved. Thus, this study 
raises the formulation of the problem related to law enforcement by the 
Yogyakarta police against female students who commit the crime of abortion 
and the form of criminal accountability for perpetrators of the crime of 
abortion by the Yogyakarta Special Region Police. 

The type of research used in this study is empirical juridical or field 
research, which is a legal research method based on facts obtained from 
direct observation or by conducting interviews with certain events or people. 
The data collection technique uses an interview system with investigators 
from the Yogyakarta Special Region Police, investigators from the Sleman 
Police, and counselors from the Yogyakarta PPA UPT. The approach used in 
this study is the Juridical-Empirical approach. The framework used in this 
study is law enforcement and retributive (absolute). 

Based on the results of research and analysis conducted by the compiler, 
it can be concluded that law enforcement efforts by the police are to conduct 
investigations by examining the scene of the crime, while the investigation is 
to exhume the fetus which is called the exhumation process perform a post-
mortem on the victim. The police will conduct the investigation and 
investigation after there is a report from the public regarding the occurrence 
of the crime of abortion with the requirement to bring initial evidence. 
Meanwhile, the form of criminal responsibility for perpetrators of the crime 
of abortion according to police investigators is through the legal process, 
where the police will collect the evidence needed to prove the perpetrator's 
guilt. After that, the perpetrator can be arrested and brought to court through 
the prosecutor's office to obtain a decision in accordance with applicable law, 
namely in accordance with the Health Law and the Criminal Code. During 
this process, the police have the responsibility to protect the perpetrator's 
rights, ensure that the legal process can run fairly and transparently. 

Keywords: Abortion, Law Enforcement, Criminal Responsibility 
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MOTTO  

 

 

 

“SETIAP KESULITAN PASTI ADA KEMUDAHAN” 

 

“BELIEVE IN YOURSELF THAT YOU WILL BECOME SOMETHING 

GREAT” 

 

“BARANGSIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH  

MAKA IA AKAN MENDAPAT” 

 

“WHOEVER IS SERIOUS THEN HE WILL GET” 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang dikenal sebagai 

kota pelajar. Banyak sekali para mahasiswa dan mahasiswi yang 

menempuh pendidikan sarjana di kota ini, mereka semua merupakan 

pendatang dari berbagai daerah seperti dari luar pulau jawa bahkan 

mancanegara. Kota Yogyakarta ini merupakan impian semua pelajar 

yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. 

Namun, kita sebagai pendatang baru dan seorang pelajar harus 

mengetahui bagaimana culture shock yang ada di kota ini serta 

beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Di Yogyakarta sendiri masih 

banyak tindak kriminal yang terjadi, seperti contohnya tindak pidana 

aborsi yang kerap kali terjadi di kalangan mahasiswi. Berdasarkan data 

konseling Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI DIY), 

pada tahun 2006 terdapat 430 kasus dan pada tahun 2007 mengalami 

peningkatan menjadi 460 kasus Kehamilan Tidak Dikehendaki (KTD). 

Dari perolehan data tersebut, paling banyak terjadi di kalangan 

mahasiswi yaitu ada sebanyak 231 kasus. Ketika terjadi kehamilan, 

banyak dari mereka melakukan aborsi baik dengan cara meminum 

obat-obatan atau jamu sebagai pelancar haid maupun  dengan melalui 

bantuan dokter dan dukun.  

Di Indonesia kasus aborsi mengalami peningkatan dalam setiap 

tahunnya, terdapat beberapa kota yang kehidupan seksual dan kasus 

aborsinya cukup  
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tinggi seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, 

Medan, Banjarmasin, Makassar, dan Yogyakarta. Berdasarkan Pasal 1 

ayat (3) UUD tahun 1945 menyebutkan bahwa Negara Indonesia 

adalah negara hukum, maka kepolisian sebagai penegak hukum 

memiliki peranan yang penting dalam menegakkan hukum dan 

keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Seperti halnya dalam kasus 

aborsi yang terjadi di kalangan mahasiswi di Yogyakarta ini, 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki kewajiban 

untuk menegakkan hukum dan memberikan hukuman kepada pelaku 

tindak pidana aborsi dengan tujuan agar kasus aborsi tersebut tidak 

terulang kembali di masa mendatang.  

Aborsi merupakan perbuatan yang terlarang dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP), kendati pun demikian kasus aborsi ini 

sudah bukan merupakan rahasia umum dan hal yang tabu untuk 

dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang terjadi dewasa ini sudah 

menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat terjadi dimana-mana 

bahkan dapat dilakukan oleh berbagai kalangan tak terkecuali di 

kalangan pelajar, baik itu dilakukan secara legal maupun dilakukan 

secara ilegal. Tindak pidana aborsi merupakan suatu masalah yang 

cukup serius dan menjadi permasalahan umum yang sering terjadi di 

kalangan masyarakat Indonesia. Pada belakangan ini, tindak pidana 

aborsi sering kali terjadi di kalangan mahasiswi karena ia hamil tanpa 

keinginan dirinya sendiri. Tindakan aborsi yang dilakukan oleh 

mahasiswi tersebut terjadi akibat dari adanya pergaulan seks bebas 

sehingga ia menggunakan berbagai cara untuk menggugurkan 

kandungannya, yang mana tindakan menggugurkan kandungan 

tersebut disebut dengan istilah aborsi. 
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Indonesia sebagai negara hukum yang menganut aliran hukum 

positif tentunya mengatur mengenai pengguguran dan pembunuhan 

kandungan dalam Pasal 346-349 KUHP atau Undang-Undang Nomor 

1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Secara eksplisit, dapat 

disimpulkan bahwa pengguguran dan pembunuhan kandungan itu 

mutlak dilarang dan diancam pidana apabila hal tersebut dilakukan. 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan yang mengubah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan dan yang menggantikan Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 1992 tentang Kesehatan pada prinsipnya sejalan dengan 

ketentuan pidana yang ada, yaitu melarang setiap orang untuk 

melakukan aborsi.1  

Tindakan aborsi pada dasarnya bertentangan dengan HAM dan 

dapat menjadi suatu tindak pidana apabila aborsi tersebut dilakukan 

secara sengaja dengan alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum. 

Aborsi atau pengguguran kandungan tersebut dapat disebabkan oleh 

perbuatan manusia (abortus provokatus) maupun karena sebab 

alamiah, seperti terjadi dengan sendirinya dan bukan karena perbuatan 

manusia (abortus spontanus). Namun, tindakan aborsi dalam suatu 

kasus tertentu diperbolehkan dengan alasan aborsi tersebut untuk 

menjamin keselamatan jiwa, seperti wanita yang sedang hamil namun 

menderita suatu penyakit dan untuk menyelamatkan nyawa wanita 

 
1 Sheril Woij, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Abortus Provocatus 

Criminalis Menurut Pasal 347 KUHP”, Lex Crimen, Volume 10, Nomor 1, Januari-
Maret 2021, hlm. 102. 
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tersebut maka kandungannya harus digugurkan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 75 ayat (2).2 

Tindak pidana aborsi atau pengguguran kandungan berhubungan 

dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berkembang dalam 

kehidupan masyarakat Indonesia sehingga perbuatan aborsi tersebut 

haruslah dicegah. Adapun keterkaitan hukum positif dengan aborsi 

yaitu tercantum pada Pasal 346-349 KUHP atau Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berdasarkan 

Pasal tersebut, terdapat 3 (tiga) unsur atau faktor pada kasus 

pengguguran kandungan yakni janin, ibu yang mengandung, dan orang 

ketiga yang terlibat dalam pengguguran tersebut. Berdasarkan 

ketentuan pasal-pasal tersebut, terdapat (dua) macam abortus 

criminalis yaitu menggugurkan kandungan (afdrijving van de vrucht) 

dan membunuh kandungan (de dood van vrucht veroorzaken). Pada 

pengguguran kandungan ialah terlepas dan keluarnya kandungan dari 

perempuan yang mengandung. Sedangkan pada pembunuhan 

kandungan ialah suatu perbuatan yang dihukum karena menyebabkan 

matinya kandungan. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi 

dan mencegah perempuan dari tindak pidana aborsi yang tidak 

bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggungjawab serta bertentangan 

dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Tindakan aborsi merupakan suatu isu yang bersifat kontroversial 

karena tidak hanya berkaitan dengan masalah medis, akan tetapi 

berkaitan juga dengan masalah kesehatan, etika moral, agama, dan 

 
2 Muhammad Raffi, “Tindak Pidana Aborsi Ditinjau dari Perspektif HAM dan 

Hukum Positif Indonesia”, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH), Volume 3, Nomor 1, Juli 
2023, hlm. 45.  
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hukum. Tindak pidana aborsi memiliki pandangan yang berbeda 

menurut agama, etika, serta norma yang hidup dalam masyarakat, 

namun pada hakikatnya semua itu memiliki alasan pembenaran 

masing-masing.3 Terdapat 2 (dua) sikap atau pandangan terkait 

tindakan aborsi yang dibenarkan dalam perspektifnya masing-masing 

yaitu pro choice dan pro life. Pihak yang berpandangan pro life 

menyatakan bahwa kehidupan merupakan anugerah dari Tuhan yang 

memiliki nilai kemuliaan dan keistimewaan. Oleh karena itu, tindakan 

aborsi merupakan tindakan yang tidak bermoral karena hal tersebut 

merupakan perlawanan terhadap kekuasaan Tuhan dan sama halnya 

seperti membunuh. Sedangkan pihak yang berpandangan pro choice 

bahwa seorang perempuan memiliki hak dan kebebasan dalam 

menentukan kandungannya apakah akan menghentikan kehamilannya 

atau tidak.  

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai tindak pidana 

aborsi terdapat dalam dua undang-undang yaitu pada Pasal 299, 346, 

347, 348, 349 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 

diatur juga pada Pasal 75, 76, dan 77 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan atau yang diatur dalam Undang-Undang 

terbaru yakni pada Pasal 60, 61, 62 dan Pasal 427, 428, 429 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Namun, meskipun 

diatur dalam dua peraturan tersebut terdapat perbedaan antara Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 

 
3 Maulidya Sa’ida, “Legalitas Aborsi Terhadap Korban Tindak Pidana 

Pemerkosaan Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia”, Riset dan Debat, 
Volume 1, Nomor 3, April 2022, hlm. 3. 
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17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam mengatur tindak pidana 

aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana melarang secara tegas 

tindak pidana aborsi dengan alasan apa pun. Sedangkan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan 

tindak pidana aborsi dengan alasan medis dan karena adanya 

pemerkosaan.4  

Ketentuan mengenai aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan terdapat batasan-batasan yang tidak boleh 

dilanggar, seperti seorang perempuan yang sedang hamil maksimal 

usia 6 bulan. Pada dasarnya, tindak pidana aborsi ini dapat dilakukan 

sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan 

sendiri yaitu seperti minum obat-obatan atau jamu yang dapat 

membahayakan bagi kondisi janin ataupun melakukan perbuatan-

perbuatan yang mendukung untuk melakukan aborsi secara sengaja 

sehingga dapat menggugurkan kandungannya. Sedangkan tindak 

pidana aborsi dengan bantuan orang lain yaitu dengan melibatkan pihak 

ketiga, seperti adanya bantuan dokter, bidan, dan tenaga kesehatan 

lainnya. 

Terdapat konsekuensi hukum bagi orang yang melakukan tindak 

pidana aborsi dan bukan karena alasan medis, yaitu seorang perempuan 

yang membantu untuk menggugurkan kandungan seorang ibu yang 

hamil atas persetujuannya dapat dijerat dengan Pasal 346 KUHP yang 

menyatakan “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, 

 
4 Angelina Achmad, “Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana Aborsi yang 

Dilakukan oleh Dokter Menurut UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan”, 
Jurnal Lex Crimen, Volume 4, Nomor 6, Agustus 2015, hlm. 5.  
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diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.5 Atau bagi 

siapa saja yang menyuruh melakukan tindak pidana aborsi tanpa 

persetujuan wanita yang sedang hamil tersebut dapat dijera dengan 

Pasal 347 KUHP yang menyatakan: “(1) Barang siapa dengan sengaja 

menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa 

persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun. (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut 

diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.6 

Berdasarkan data yang diperoleh dari International Planned 

Parenthood Federation (IPPF) atau Federasi Keluarga Berencana 

Internasional, terdapat kurang lebih dari 1000 orang perempuan ada 32-

46 orang yang melakukan aborsi. Sedangkan menurut World Heath 

Organization (WHO), dengan skala persentase 15% dari adanya ibu 

yang hamil mengalami keguguran secara spontan. Kasus aborsi di 

Indonesia ada sebanyak 15-20 dari 100 perempuan yang mengandung 

melakukan aborsi atau pengguguran kandungan secara sengaja.7 Selain 

itu, di Jakarta sendiri sebanyak 50-70 orang dalam setiap harinya 

melakukan permohonan untuk menggugurkan kandungannya, bahkan 

terdapat satu klinik di Surabaya yang dikelola langsung oleh dua dokter 

mengungkapkan bahwa dirinya telah melakukan 300 pengguguran 

janin. Hal tersebut merupakan fenomena yang sering terjadi di 

kalangan masyarakat, sehingga membuat keresahan dalam 

pemberlakuan hukum yang seharusnya tidak terjadi demikian.  

 
5 Pasal 346 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
6 Pasal 347 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
7 Evi Yanti, “Kajian Yuridis Legalitas Aborsi Bagi Korban Tindak Pidana 

Pemerkosaan dalam Perspektif Hukum Positif”, Jurnal Lex Renaissance, Volume 5, 
Nomor 4, Oktober 2020, hlm. 832.  
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Pada akhir-akhir ini terdapat beberapa pelanggaran tindak pidana 

aborsi yang dilakukan oleh mahasiswi, seperti pada contoh yang 

penyusun temukan bahwa ada seorang mahasiswi asal Lampung yang 

melakukan aborsi di tempat tinggalnya tepatnya di kosnya. Tindak 

pidana aborsi tersebut dilakukan oleh pelaku dengan meminta bantuan 

dari orang lain untuk menggugurkan kandungannya yakni seorang laki-

laki yang merupakan kekasihnya sendiri. Setelah kejadian tersebut, 

pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga kasus 

tersebut diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum dan dialihkan ke 

Pengadilan Negeri Sleman untuk diadili.8 Berdasarkan kasus tersebut, 

dapat kita pahami bahwa peraturan perundang-undangan yang 

mengatur mengenai tindak pidana aborsi tersebut belum terlaksana 

sepenuhnya dengan baik sehingga terjadi perbedaan antara peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan fakta di lapangan. Oleh 

karena itu, perlunya peran penegak hukum seperti kepolisian, 

kejaksaan, kehakiman bahkan lembaga pendidikan harus turut serta 

dalam mencegah adanya tindak pidana aborsi yang terjadi di kalangan 

mahasiswi.  

Berdasarkan uraian di atas, menjadi menarik bagi penyusun untuk 

meneliti dan menganalisis lebih mendalam terkait bagaimana upaya 

penegakan hukum terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana 

aborsi dan bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku serta 

hambatan apa saja yang dihadapi oleh Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta dalam menanggulangi kasus aborsi tersebut. Untuk itu, 

 
8 Andi Krama Wijaya “https://www.kilat.com/nasional/84410188704/ini-

tampang-terduga-pasangan-yang-buang-2-jasad-bayi-di-sungai-jogja-diduga-si-
wanita-mahasiswi-dari-lampung”, diakses 28 Februari 2024.  
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penyusun tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam dan 

terperinci dalam skripsi yang berjudul “PENEGAKAN HUKUM 

TERHADAP MAHASISWI SEBAGAI PELAKU TINDAK 

PIDANA ABORSI (STUDI DI KEPOLISIAN DAERAH 

ISTIMEWA YOGYAKARTA)”. 

B. Rumusan Masalah 

Sebagaimana yang sudah dipaparkan dalam latar belakang di atas. 

Penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh 

kepolisian Yogyakarta terhadap mahasiswi yang melakukan 

tindak pidana aborsi? 

2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

aborsi oleh kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, 

penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Untuk mendeskripsikan upaya penegakan hukum yang 

dilakukan oleh kepolisian Yogyakarta terhadap mahasiswi 

yang melakukan tindak pidana aborsi; 

b. Untuk mendeskripsikan pertanggungjawaban pidana pelaku 

tindak pidana aborsi oleh kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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a. Kegunaan teoritis 

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat 

berkontribusi dalam rangka rekonstruksi hukum pidana 

Indonesia, khususnya dalam pengaturan mengenai tindak 

pidana aborsi. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat 

menciptakan sebuah pelajaran penting bagi perempuan 

terkhusus bagi pelajar, bahwa pelanggaran aborsi 

merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum apa pun 

alasannya, karena tindak pidana aborsi secara sengaja 

(abortus provocatus criminalis) merupakan perbuatan yang 

melanggar hukum positif dan hak asasi manusia.  

b. Kegunaan praktis 

Bahwa hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

sebagai bahan evaluasi bagi pemerintah dan aparat penegak 

hukum agar dapat mempertegas dalam menegakkan hukum 

mengenai larangan aborsi serta mengantisipasi lebih ketat 

lagi terkait tindak pidana aborsi yang terjadi di kalangan 

mahasiswi yang tentunya hal tersebut akan merugikan bagi 

dirinya sendiri. Serta dapat memberikan pengetahuan dan 

informasi yang bermanfaat bagi masyarakat mengenai upaya 

pencegahan tindak pidana aborsi yang ditinjau dalam 

perspektif hukum positif./ 

D. Telaah Pustaka  

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap hasil penelitian yang 

membahas topik atau tema penelitian yang memiliki substansi yang 

sama, khususnya karya tulis ilmiah berupa skripsi, tesis, disertasi, 

maupun karya tulis lain yang merupakan hasil penelitian. Untuk 
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menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang telah ada, 

penulis melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian 

sebelumnya. Terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai 

tindak pidana aborsi yang kemudian penulis mengelompokkannya 

menjadi 3 (tiga). Pertama, terkait upaya penanggulangan tindak pidana 

aborsi pada remaja. Kedua, terkait perbandingan hukum positif dengan 

hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi tindak pidana aborsi.  

Penelitian mengenai upaya penanggulangan tindak pidana aborsi 

memfokuskan pembahasannya mengenai pencegahan terjadinya 

pelanggaran aborsi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Christina Wati Br. Tarigan dengan judul “Peran Polda Daerah Istimewa 

Yogyakarta (DIY) Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang 

Terjadi Pada Kalangan Remaja”.9 Karya tulis tersebut menjelaskan 

tentang mengapa tindak pidana aborsi masih banyak terjadi di Daerah 

Istimewa Yogyakarta (DIY) dan menganalisa mengenai upaya 

kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana aborsi yang dilakukan 

oleh kalangan remaja.  

Mengenai hasil penelitian yang selanjutnya terkait perbandingan 

hukum positif dengan hukum pidana Islam dalam penerapan sanksi 

tindak pidana aborsi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Yosela Etikayani Nalamba dengan judul “Analisis Komparatif 

Pengaturan Tindak Pidana Aborsi Dalam Hukum Pidana Positif dan 

 
9 Christina Wati Br. Tarigan, “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 

Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Aborsi yang Terjadi Pada Kalangan 
Remaja”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014. 
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Hukum Pidana Islam”10 dan oleh Pramana Putra dengan judul “Analisis 

Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Aborsi”.11 

Dalam skripsi ini penulis menyampaikan perbandingan pengaturan dan 

penerapan sanksi bagi pelaku tindak pidana aborsi dalam hukum pidana 

positif dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian ini menyatakan secara 

tegas bahwasanya tindak pidana aborsi merupakan pelanggaran hukum 

sebagaimana dimaksud Pasal 346 KUHP tanpa terkecuali dan sanksi 

bagi pelaku tindak pidana aborsi berdasarkan Pasal 194 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu berupa pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling banyak 

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah). Skripsi tersebut membahas sejauh 

mana tindakan kepolisian dalam menganalisa tindakan aborsi apakah 

legal atau ilegal serta mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi 

oleh penegak hukum dalam mengimplementasikan sanksi bagi pelaku 

tindak pidana aborsi yang terjadi di Kota Makassar. 

Secara umum perbedaan dari penelitian terdahulu sebagaimana yang 

telah dipaparkan oleh penyusun di atas dengan penelitian yang akan 

dilakukan oleh penyusun terletak pada inti permasalahan dan objek 

penelitiannya. Setelah penyusun memaparkan beberapa penelitian 

sebelumnya, penyusun belum menemukan penelitian yang membahas 

mengenai penegakan hukum oleh kepolisian terhadap pelanggaran 

aborsi oleh mahasiswi di Kota Yogyakarta. Selain itu, dalam penelitian 

yang akan dilakukan oleh penyusun terfokus pada pembahasan terkait 

 
10 Yosela Etikayani Nalamba, “Analisis Komparatif Pengaturan Tindak Pidana 

Aborsi Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi Fakultas 
Hukum Universitas Lampung, 2017. 

11 Pramana Putra, “Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak 
Pidana Aborsi di Kota Makassar”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bosowa, 
2022.    
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upaya penegakan hukum tindak pidana aborsi beserta hambatannya dan 

bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku oleh kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh penyusun juga akan mengkaji 

secara mendalam terkait sisi penegak hukumnya. Berdasarkan hal 

tersebut, penyusun mengkaji aparat penegak hukum kepolisian yang 

merupakan garda terdepan dalam melakukan penegakan hukum 

terhadap kasus pelanggaran aborsi oleh mahasiswi. 

Oleh sebab itu, penyusun mencoba untuk melengkapi kekosongan 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menitikberatkan 

pada upaya represif oleh kepolisian terhadap pelanggaran aborsi oleh 

mahasiswi di Kota Yogyakarta. Selain itu juga akan mengkaji terkait 

bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana aborsi.  

E. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik atau kerangka konseptual merupakan suatu metode 

berpikir untuk menganalisis terhadap permasalahan yang akan diteliti 

oleh penyusun. Berdasarkan penelitian yang diangkat mengenai Upaya 

Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswi yang Melakukan Tindak 

Pidana Aborsi ditinjau Dalam Perspektif Hukum Positif (Studi di 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta), penyusun akan 

menggunakan beberapa teori sebagai berikut: 

1. Teori Penegakan Hukum 

Menurut John Rawls, penegakan hukum merupakan suatu proses 

dalam mewujudkan tiga unsur yaitu keadilan hukum, kepastian 

hukum, dan kemanfaatan hukum bagi seluruh kalangan 
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masyarakat.12 Jadi pada hakikatnya penegakan hukum 

merupakan suatu perwujudan ide-ide menjadi sebuah kenyataan 

yang diberlakukan. Sedangkan menurut Jimly Asshiddiqie, 

penegakan hukum merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh 

semua subjek hukum dalam hubungan hukum, terutama penegak 

hukum untuk menegakkan norma-norma hukum dan peraturan 

perundang-undangan demi mewujudkan nilai-nilai keadilan.  

 Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat tiga indikator 

yang menjadi sebuah tolak ukur penilaian penegakan hukum 

dalam masyarakat yaitu:13 

a. Substansi Hukum  

Substansi hukum merupakan sebuah norma, tingkah laku 

manusia, dan peraturan hukum secara tertulis ataupun hukum 

yang hidup dan berlaku dalam masyarakat. Substansi hukum 

ini terbentuk dari adanya peraturan dan ketentuan yang 

mengatur suatu institusi atau lembaga dalam berperilaku.  

b. Struktur Hukum 

Menurut Lawrence M. Friedman, struktur hukum disebut 

sebagai pranata hukum, yaitu sebuah kerangka yang 

memberikan bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. 

Adapun unsur dari struktur hukum itu sendiri adalah sebuah 

institusi atau lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, 

kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 

 
12 Hijriani dkk., “Perkembangan Teori Penegakan Hukum dalam Perwujudan 

Fungsi Norma di Masyarakat”, Jurnal Sultra Research of Law, Volume 5, Nomor 2, 
2023, hlm. 59.  

13 Ana Aniza Karunia, “Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia 
dalam Perspektif Teori Lawrence M. Friedman”, jurnal Hukum dan Pembangunan 
Ekonomi, Volume 10, Nomor 1, 2022, hlm. 123. 
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c. Budaya Hukum 

Budaya hukum merupakan sebuah pandangan manusia 

terhadap hukum yang menentukan bagaimana hukum 

tersebut dapat berlaku dan diimplementasikan dalam 

kehidupan bermasyarakat.  

Sebagai suatu proses hukum yang cukup dinamis, maka 

penegakan hukum pidana harus memposisikan diri sebagai 

penerapan hukum pidana (criminal law application) yang 

melibatkan berbagai sub sistem peradilan pidana, seperti aparat 

kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. 

Terdapat 3 (tiga) sudut pandang bagaimana penerapan hukum 

tersebut dapat diberlakukan, yaitu: 

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif 

(normative system), yaitu penerapan keseluruhan peraturan 

hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial dan didukung 

dengan adanya sanksi pidana; 

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif 

(administrative system), yaitu sebuah penerapan yang 

melingkupi interaksi antara berbagai penegak hukum yang 

merupakan sub sistem peradilan pidana; 

3. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem sosial (social 

system), yaitu sebuah penerapan yang mendefinisikan tindak 

pidana harus berdasarkan dengan pertimbangan pemikiran-

pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Hal tersebut 

dilakukan dengan cara pemberlakuan peraturan hukum oleh 

aparat penegak hukum seperti kepolisian yang merupakan 

bagian dari sub sistem peradilan pidana  
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2. Teori Absolut/Retributif 

Teori retributif merupakan sebuah teori pemidanaan yang 

digunakan untuk pemberian hukuman terhadap seseorang yang 

melakukan tindak pidana dengan berlandaskan pada peraturan 

hukum yang berlaku atau hukum positif. Teori ini juga 

berpandangan bahwa pelaku kejahatan harus dihukum 

sebagaimana tindakan kejahatannya. Teori retributif 

berpandangan bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas 

kesalahan yang telah dilakukan, hal tersebut berorientasi pada 

tindakan berupa pemberian pidana kepada pelaku yang terletak 

pada kejahatan itu sendiri. Pemidanaan diberikan karena si 

pelaku harus dapat bertanggung jawab atas kesalahan yang telah 

diperbuatnya. 

 Menurut Hegel, pemidanaan merupakan suatu keharusan 

yang bersifat logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. 

Teori retributif memandang bahwa pemidanaan bukan sebagai 

upaya pembalasan atas kejahatan si pelaku, melainkan sebagai 

upaya untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.14 

Berdasarkan teori ini dapat kita pahami bahwa tujuan 

pemidanaan yaitu sebagai sarana pencegahan, yakni pencegahan 

umum yang ditujukan pada masyarakat. Tujuan pidana adalah 

untuk mencapai ketertiban masyarakat dan untuk menegakkan 

hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Teori ini mengajarkan 

bahwa penjatuhan hukuman sebagai bentuk untuk 

 
14 Muhammad Idris Nasution, “Pembaruan Sistem Pemidanaan di Indonesia: 

Kajian Literatur atas KUHP Baru”, Judge: Jurnal Hukum, Volume 05, Nomor 01, 
2024, hlm. 18.  
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mempertahankan tata tertib hukum dalam kehidupan 

bermasyarakat dan untuk memperbaiki kepribadian si pelaku. 

 Menurut teori retributif, pidana merupakan suatu hal yang 

bersifat mutlak dan harus diberikan terhadap adanya suatu 

kejahatan. Menurut pendapat Muladi dan Barda Nawawi Arief 

bahwa pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai 

upaya pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi 

dasar pembenaran pemberian pidana adalah karena terjadinya 

kejahatan itu sendiri.15 Hal tersebut senada dengan apa yang 

disampaikan oleh Andi Hamzah bahwa pidana adalah hal yang 

mutlak diberikan sebagai upaya pembalasan terhadap suatu 

kejahatan.16 

 Teori absolut atau retributif ini menganggap bahwa 

pemberian hukuman terhadap pelaku tindak pidana menjadi 

suatu pembalasan yang adil atas kerugian yang diakibatkannya, 

penjatuhan pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat yang 

dibenarkan karena si pelaku kejahatan telah merugikan atau 

membuat penderitaan bagi orang lain.17 

 Penjatuhan hukum terhadap pelaku kejahatan ini merupakan 

suatu hal yang memang sengaja diberikan karena dipercaya juga 

memberikan dampak atau manfaat. Menurut Andi Hamzah, 

bahwa pemberian hukum bersifat mutlak yang harus diberikan 

terhadap pelaku kejahatan tanpa harus melihat manfaat 

 
15 Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, 

(Bandung: Alumni, 1992), hlm. 10-11.  
16 Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (Jakarta: Pradnya 

Paramita, 1993), hlm. 26. 
17 Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Politik Hukum Pidana (Kajian 

Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi), (Jakarta: Pustaka Belajar, 2005), 
hlm. 90.  
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diberikannya hukuman tersebut. Pendapat ini dinilai lebih tegas 

karena penjatuhan pidana tidak harus melihat manfaat yang 

ditimbulkannya.  

 Dalam teori retributif ini terdapat dua pandangan yang 

berbeda yaitu, teori retributif murni dan teori retributif tidak 

murni. Teori retributif murni berpandangan bahwa penjatuhan 

pidana harus sesuai dengan kesalahan yang diperbuat. Sedangkan 

menurut teori retributif tidak murni menyatakan bahwa 

pemberian hukuman harus melihat batasan dalam menentukan 

sepadannya pidana dengan kesalahan. Penjatuhan pidana bukan 

bermaksud untuk mencapai suatu yang praktis, akan tetapi untuk 

memberikan penderitaan bagi pelaku kejahatan. Tindakan 

pembalasan dalam penjatuhan pidana memiliki dua arah, yaitu: 

a. Diberikan terhadap penjahatnya (sudut pandang subjektif dari 

pembalasan); 

b. Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari adanya perasaan 

dendam yang ada pada masyarakat (sudut pandang objektif 

dari pembalasan). 

Adapun ciri pokok atau karakteristik dari teori absolute retributif, 

yaitu: 

1. Pidana bertujuan sebagai pembalasan; 

2. Pembalasan merupakan tujuan utama dan tidak ada maksud 

lain, seperti untuk kesejahteraan masyarakat; 

3. Kesalahan merupakan syarat penjatuhan pidana; 

4. Pemberian pidana harus sesuai dengan kesalahan si penjahat; 
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5. Pidana melihat ke belakang yang merupakan pencelaan 

murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau 

memasyarakatkan kembali si penjahat. 

Selain itu, terdapat beberapa dasar atau alasan pertimbangan 

tentang keharusan dilakukannya pembalasan, yaitu sebagai 

berikut: 

a. Pertimbangan dari sudut Ketuhanan 

Agama memandang bahwa hukum merupakan suatu aturan 

yang bersumber dari Tuhan yang diturunkan melalui 

pemerintahan sebagai wakil Tuhan di dunia. Maka dari itu, 

negara harus menjaga ketertiban hukum dan masyarakat 

dengan cara memberikan pembalasan berupa penjatuhan 

pidana atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh 

pelanggarnya. Pemerintahan negara harus menegakkan 

keadilan atas setiap pelanggaran yang terjadi. 

b. Pertimbangan menurut etika 

Menurut pandangan Emmanuel Kant, bahwa setiap tindakan 

kejahatan yang terjadi itu harus diberikan pidana sebagai 

upaya untuk memperbaiki kepribadian pelanggar. Penjatuhan 

pidana terhadap pelanggar merupakan suatu keharusan yang 

merupakan syarat dari etika. Pemerintahan negara memiliki 

kewajiban untuk memberikan pidana dalam rangka 

memenuhi nilai-nilai etika tersebut.  

c. Pertimbangan pikiran dialektika 

Menurut pandangan Hegel yang dikenal sebagai teori 

dialektikanya dalam segala permasalahan yang ada di dunia. 

Ia menyampaikan mengenai pikiran dialektikanya bahwa 
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penjatuhan pidana sebagai upaya pembalasan bagi pelanggar 

hukum karena telah merugikan bagi orang lain itu bersifat 

mutlak dan harus ada sebagai reaksi dari adanya kejahatan. 

 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.18 Tujuan dari metode penelitian 

ini yaitu agar mempermudah melakukan penelitian dalam penyusunan 

skripsi ini, penyusun menjabarkan metode penelitian sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah 

penelitian lapangan (field research), yaitu suatu metode penelitian 

hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari pengamatan 

secara langsung atau dengan melakukan wawancara terhadap 

seorang informan dari Unit Pelaksana Teknis Perlindungan 

Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Yogyakarta, penyidik dari 

Polresta atau Kepolisian Resor Kota Sleman, dan penyidik dari 

Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperoleh data, 

mendeskripsikan keadaan, serta fenomena yang jelas. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini 

adalah deskriptif-analitis. Keterkaitannya dengan penelitian ini 

maka penyusun akan menganalisis dan mendeskripsikan data-data 

yang diperoleh mengenai upaya penanggulangan dan penegakan 

hukum oleh Penyidik di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

 
18 Dr. Muhammad Ramadhan, Metode Penelitian, (Surabaya: Cipta Media 

Nusantara, 2021), hlm. 1.  
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terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi serta 

berbagai kendala atau hambatan yang dihadapi oleh penegak 

hukum dalam upaya melakukan penegakan hukumnya.  

3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun adalah 

pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris ini berfokus 

pada penelitian lapangan. Teknik, alat, dan metode empiris dapat 

digunakan juga dalam penelitian hukum untuk mengungkap 

berbagai realitas hukum melalui proses yang direalisasikan secara 

internal.19 Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian 

adalah terkait dengan upaya penegak hukum terhadap mahasiswi 

yang melakukan tindak pidana aborsi di Kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 

tahun 2009 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2023 tentang Kesehatan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP).  

4. Sumber Data  

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung 

melalui informan yang didapatkan dari hasil wawancara 

observasi. Dalam melakukan wawancara, pertanyaan disusun 

secara sistematis sesuai dengan tema yang diangkat dalam 

penelitian ini. Wawancara dilakukan dengan Brigadir Berty 

Kurniawati, S.E., selaku penyidik Reskrimum di Kepolisian 

 
19 David Tan, “Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi 

dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Junral Ilmu Pengetahuan Sosial, 
Volume 8, Nomor 8, Tahun 2021, hlm. 2470.  
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Daerah Istimewa Yogyakarta, Bripka Lucy Anesya Wardani, 

S.H., selaku Kasubdit IV/Renakta Polda DIY, Ibu Andriana 

Dwi Ashanty, S.E., selaku Kasubag TU UPT PPA Kota 

Yogyakarta, Aiptu Desy Riankristanti selaku Kasubnit II Unit 

V Satreskrim Polresta Sleman.  

 Hal tersebut dilakukan karena ketiga instansi atau lembaga 

tersebut berkaitan dengan proses penegakan hukum kasus 

pelanggaran aborsi oleh mahasiswi yang terjadi di Kota 

Yogyakarta. Selain itu, wawancara juga akan dilakukan dengan 

informan lain yang mendukung dalam perolehan data primer 

ini. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pelengkap yang digunakan oleh 

peneliti untuk melengkapi data primer yang terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan 

berupa: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang 

Peraturan Hukum Pidana (KUHP Terdahulu); 

c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Terbaru); 

d) Pasal 299 dan Pasal 346-349 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) sesuai dengan KUHP lama; 

e) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia; 
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f) Pasal 75, 76, 77 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 

g) Pasal 60, 61, 62 dan Pasal 427, 428, 429 Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan; 

2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang 

eksistensinya untuk mengelaborasi atau mengembangkan 

ide lebih lanjut terhadap bahan hukum primer.20 Pada 

penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan 

sebagai literatur yaitu buku, jurnal, hasil-hasil penelitian 

terdahulu yang dimuat dalam skripsi dan tesis. 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang bersifat 

sebagai pelengkap yang menyediakan petunjuk dan sebagai 

elaborasi terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Contoh dari bahan hukum tersier dapat berupa 

kamus hukum, ensiklopedia hukum dan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia.  

5. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data-data yang telah disebutkan di atas, 

maka diperlukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:  

a. Pengamatan (observasi) 

Pengamatan dilakukan dengan tujuan untuk memahami 

keadaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dalam 

 
20 Ibid., hlm. 2472. 



24 
 

 
 

pengamatan, yang diamati adalah perubahan serta 

perkembangan fenomena hukum di masyarakat. Dalam 

observasi, data yang diperoleh merupakan data yang didapatkan 

dari pengamatan terhadap perilaku orang-orang, serta interaksi 

in terpersonal yang merupakan bagian dari perilaku hukum 

manusia. Tujuan dari observasi ini yaitu untuk memperoleh 

informasi secara rinci mengenai sejumlah kasus dan orang. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab secara langsung 

serta pertanyaan yang diajukan telah disusun secara sistematik, 

jelas, dan terarah sesuai dengan isu hukum yang diangkat dalam 

tema penelitian ini.  Informan untuk mendapatkan data dan 

informasi terkait penelitian ini yaitu mencakup aparat penegak 

hukum yakni penyidik dari Kepolisian Daerah Istimewa 

Yogyakarta dan penyidik dari Polresta Sleman beserta informan 

lainnya yang mendukung perolehan data-data dalam penelitian 

ini. Tujuan dari wawancara ini yaitu untuk mendapatkan 

informasi yang akurat dari sumber yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

c. Studi Kepustakaan 

Studi Kepustakaan digunakan dengan melakukan analisis serta 

mempelajari buku, peraturan perundang-undangan terkait, atau 

data-data berupa kepustakaan lainnya. 

d. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan metode yang digunakan untuk 

mendapatkan data otentik yang bersifat dokumentasi. 

Dokumentasi merupakan sebuah catatan peristiwa yang sudah 
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berlalu. Dokumen yang digunakan oleh penyusun disini berupa 

pengambilan gambar dan/atau rekaman suara. 

6. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian adalah tempat yang akan dilakukan penelitian 

oleh peneliti guna mendapatkan data-data yang faktual untuk 

keperluan penyusunan dalam skripsi ini. Pemilihan lokasi 

penelitian ini didasarkan pada keputusan peneliti guna 

mendapatkan informasi yang aktual mengenai upaya penegakan 

hukum terhadap mahasiswi yang melakukan  tindak pidana aborsi 

yang menurut peneliti sangat menarik untuk dilakukan penelitian 

secara mendalam. Pada penelitian ini yang menjadi lokasi 

penelitian adalah Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dan 

Polresta Sleman.  

7. Metode Analisis Data 

Data yang telah terkumpul kemudian diolah dan akan dibahas 

dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis 

kualitatif merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan 

berdasarkan hasil data penelitian yang kemudian dituangkan dan 

dijelaskan dalam penelitian. Pada penelitian ini bahwa data yang 

terkumpul didasarkan pada upaya penegakan hukum terhadap 

mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi berdasarkan 

hukum positif yakni Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 yang 

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang 

Kesehatan dan Pasal 346-349 KUHP, untuk selanjutnya 

dibandingkan dengan penerapan upaya penegakan hukum yang 

dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 
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beserta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya penegakan 

hukum terhadap mahasiswi yang melakukan tindak pidana aborsi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam menyusun penelitian ini, diperlukan sistematika pembahasan 

yang nantinya akan memberikan gambaran secara sistematis mengenai 

berbagai teori dan pembahasan yang akan dicantumkan di dalam 

penelitian. Sistematika pembahasan tersebut bertujuan agar 

memberikan pemahaman dan kemudahan dalam mengetahui 

keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Adapun 

sistematika pembahasan dalam skripsi ini sebagai berikut:  

 Bab pertama atau bagian pendahuluan, meliputi pembahasan yang 

terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

 Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum mengenai penegakan dan 

kepastian hukum terhadap tindak pidana aborsi di kalangan mahasiswi. 

 Bab ketiga, berisi tentang penegakan dan pencegahan hukum 

terhadap tindak pidana aborsi di kalangan mahasiswi. 

 Bab keempat, berisikan pemaparan mengenai hasil dari penelitian 

dan analisis mengenai upaya penegakan hukum tindak pidana aborsi 

ditinjau dalam perspektif hukum positif (studi di Kepolisian Daerah 

Istimewa Yogyakarta) dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak 

pidana aborsi ditinjau berdasarkan hukum positif. 

 Bab kelima, merupakan bab penutup yang mencakup dua sub bab 

yakni terdiri dari kesimpulan atau garis besar berbagai pembahasan 

rumusan masalah yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya dan 

saran ataupun rekomendasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh 

penyusun tentang Penegakan Hukum Terhadap Mahasiswi Sebagai 

Pelaku Tindak Pidana Aborsi dan Bentuk Pertanggungjawaban 

Pidana Pelaku Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Upaya penegakan hukum oleh kepolisian yaitu melakukan 

penyelidikan dengan cara melakukan pemeriksaan tempat 

kejadian perkara, sedangkan penyidikan yaitu melakukan 

penggalian kubur terhadap janin yang disebut sebagai proses 

ekshumasi dan melakukan visum terhadap korban. Pihak 

kepolisian akan melakukan penyelidikan dan penyidikan 

tersebut setelah adanya laporan dari masyarakat terkait 

terjadinya tindak pidana aborsi dengan persyaratan membawa 

bukti permulaan. 

2. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

aborsi menurut penyidik kepolisian yaitu dengan cara melalui 

proses hukum, di mana pihak kepolisian akan mengumpulkan 

bukti-bukti yang diperlukan untuk membuktikan kesalahan 

pelaku. Setelah itu pelaku dapat ditangkap dan dihadapkan ke 

pengadilan melalui kejaksaan untuk mendapatkan keputusan 

sesuai dengan hukum yang berlaku yakni sesuai Undang-

Undang Kesehatan dan KUHP. Selama proses tersebut, 

kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak 
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pelaku, memastikan proses hukum dapat berjalan dengan adil 

dan transparan. 

B. SARAN 

Berdasarkan kesimpulan yang sudah diuraikan oleh penyusun di 

atas, maka penyusun akan memberikan saran terkait Penegakan 

Hukum Terhadap Mahasiswi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Aborsi 

Studi di Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: 

1. Aparat penegak hukum seperti pihak kepolisian, kejaksaan dan 

pengadilan harus bekerja sama dengan beberapa instansi terkait 

seperti kampus dan sekolah untuk melakukan pencegahan 

berupa sosialisasi kepada para pelajar akan bahayanya tindak 

pidana aborsi pada kalangan remaja atau mahasiswi; 

2. Pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan 

sebagai upaya penegakan hukum yang dilakukan harus 

berjejaring dengan pihak kampus atau sekolah ataupun pemilik 

kost agar pelanggaran aborsi pada kalangan remaja dapat 

dicegah dan tidak terulang kembali di masa mendatang; 

3. Dalam meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh pihak 

kepolisian ketika melakukan pencegahannya harus bekerja sama 

dengan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) agar 

penjualan obat secara online yang digunakan untuk aborsi harus 

diberantas dan dihilangkan izin edarnya serta dalam penegakan 

hukumnya harus bekerja sama dengan kedokteran polisi 

(dokpol) untuk melakukan proses ekshumasi dengan baik agar 

pemeriksaan barang bukti dapat terpenuhi dan dilanjutkan ke 

tahap persidangan. 
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